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Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Permasalahan dalam skrispsi ini adalah untuk mengetahui Perkembangan Pengaturan Koperasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peran dan Tanggung Jawab Penggurus dan Anggota Koperasi Dalam Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Hemat.Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pertanggung jawaban pengurus koperasi baik di luar maupun di   dalam koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992? 2) Bagaimanakah kedudukan anggota dalam sistem pertanggung jawaban koperasi? 3) Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Hemat? Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun maksud dari penelitian hukum normatif itu adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.  Berdasarkan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pertanggungjawaban pengurus koperasi selaku pengelola koperasi terhadap kerugian koperasi, bertanggung jawab baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi apabila kerugian yang diderita koperasi disebabkan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan pengurus koperasi. Hal ini sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban yang dibebankan kepada pengurus koperasi yang harus didasarkan atas itikad baik. Dalam hal ini Pengurus koperasi unit desa hemat tidak memberikan pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Peran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus koperasi terbilang kurang maksimal, dikarenakan juga masih kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.
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AND WITHIN THE COOPERATIVE BASED ON LAW NO. 25 YEAR 1992
(Case Study In Cooperative Village Save Unit Sinunukan 4 Village
Kee.Sinunakan Mandailing Natal Regency)
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sed in the economy, consisting of those

of

A cooperative is a joint enferprise engag
who are generally economically weak who join voluntarily and on the bas
cqual rights, obliged o make an effort aimed at meeting the needs of its membe
The problem in this thesis is to find out the Development of Cooperative
Arrangements in Indonesia Based on Law No. 25 of 1992 concerning The
Operation, Role and  Responsibility of The  Management and  Cooperative
Members in the Distribution of The Remaining Business Proceeds in Cooperative
Units of Frugal Villages. The formulation of the problems that will be discussed in
this thesis were: 1) How is the accountability of cooperative managers both
outside and inside the cooperative based on law no. 25 of 19922 2) What is the
position of members in the cooperative accountability system? 3) How is the legal
review of the implementation of loan agreements at the Cooperative Unit of The
Frugal Village? This type of rescarch in the preparation of legal writing is
normative legal research or literature law rescarch. The objective of normative
legal rescarch is research conducted by examining library materials or secondary
data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary
legal materials. The materials are then arranged systematically, studied and then
drawn conclusions in relation to the problem studied. Based on Article 34 of Law
No. 25 of 1992 on Operation, the accountabilily of cooperative managers as
cooperative managers to cooperative losses, is responsible both together and
alone 1o bear the losses suffered by cooperatives if the losses suffered by
pvewsage caused by infentionality or negligence by cooperative managers.
W&y related to the obligations imposed to cooperative manage
sCc\on good faith. In this case, the cooperative manager of the
wllitnbes not provide accountability as stipulated in the Law. The
frsip conducting supervision of the work of cooperative managers

'
e ((&6‘ flal, because it also still lacks knowledge and ability 1o the
e gty ”’tcs"/i)/' which it is responsible.
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